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RIAjak IPU Tolak Status
IbuKota Yerusalem

JENEWA - Wakil Ketua DPR FadliZon
menyatakan dukungan untuk Palestina

dalam Sidang Inter Parliamentary Union
(IPU) ke-138 di Gedung CICG, Jenewa,

Swiss, kemarin.

Dalampernyataannya, Fadli
Zon yang memimpin delegasi
Indonesia sangat menyesalkan
keputusanyangdibuatAmerika
Serikat (AS) mengenai status
Yerusalem sebagai Ibu Kota
Israel.

“Kami juga mengutuk ren-
cana relokasi Kedutaan Besar
AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Tindakan-tindakan ini meng-
ancam proses perdamaian
Israel-Palestina dan meng-
ancam perdamaian dan stabili-
tas global. Keputusan Trump
tidak bertanggung jawab, tidak
manusiawi, dan sangat tidak
dapat diterima,” kata Fadli da-
lam rilis yang diterima KORAN
SINDO , kemarin.

Sebelumnyapointemergency
item yang diusulkan terbagi
menjadi tiga isu, yakni usulan
yang diajukan Israel terkait
aktivitaskelompokmuslimIran
di kawasan Timur Tengah, pro-
posal dari Swedia terkait peno-
lakan kekerasan perempuan di
lingkungan kerja, dan proposal
gabungan (Palestina, Kuwait,
Bahrain, Turki) terkait du-
kungan untuk Palestina.

Delegasi Indonesia menya-
takan dukungan pada usulan
poin ketiga, yaitu dukungan
untuk Palestinadan mengecam
tindakan AS mengenai status
Kota Yerusalem sebagailbuKo-
ta Israel. Point emergency item
terkait Palestina mendapat
dukungan 843 suara parlemen

dunia. Sebaliknya Indonesia
menolak proposal usulan Tsrael
sepenuhnya.
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Indonesia menilai banyak-
nya pelanggaran yang dilaku-
kanASdan Israel terkaitinstru-
men internasional, termasuk
ResolusiDewanKeamananPBB
242 (1967), 252 (1968), 476
(1980),478 (1980), dan Reso-
lusi Majelis Umum PBB 181 (IT).
Sejalan dengan resolusi ini, ke-
putusan AS dan tindakan legis-
latif serta administratif berikut
untuk mengubah karakter dan
status Yerusalem harus di-
anggapilegal.

Sidang IPU yang dihadiri
146 negara di antaranya turut
serta 69 ketua parlemen dari
masing-masing negara digelar
diGedungCICG, Jenewa, Swiss.
Sidang IPU dihadiri total 1.539
anggota parlemen dunia mem-
bahas perlindungan untuk
pengungsi dan migrasi inter-
nasional.

Pada Sidang IPU ke-138,

Fadli Zon juga menyerukan ke-
padamasyarakatinternasional,
khususnyaPBB, agar segerame-
mikultanggungjawab mengha-
langi pernyataan sepihak AS
dan menghentikan pemukim-
anilegal ditanah Palestina. “Ka-
mi mendesak PBB memaksa
Israel dan AS untuk mematuhi
semuainstrumenhukuminter-
nasional,”katanya.

Kebijakan memotong
USD125jutadalam pendanaan
untuk Badan PBB untuk ban-
tuan— pengungsi - Palestina
(UNRWA) menunjukkan bah-
wa AS tidak memiliki kemauan
politikmengakhiripenderitaan
rakyat Palestina. Karenaitu, AS
telah kehilangan kapasitas me-
negakkan negosiasi damai. “Ini
mencerminkan  kegagalan
kepemimpinan global AS,” ujar
Wakil Ketua Umum DPP Partai
Gerindraini.

Keputusan yang dibuat para
pejabat Israel pada pemba-
ngunan lebih dari 2.200 unit
pemukiman baru di Tepi Barat
yang diduduki adalah pelang-
garan terhadap Resolusi Dewan
Keamanan PBB 2334 menye-
rukan Israel untuk segera dan
sepenuhnya menghentikan se-
mua kegiatan permukiman di
wilayah Palestina yang didu-
duki, termasuk Yerusalem Ti-
mur. “Kamimenyatakanbahwa

setiap penodaan tempat-tem-

pat suciagama di Yerusalem da-
pat memperburuk situasi glo-
bal, memicu perselisihan, kon-
flik, dan ekstremisme,” ujar
FadliZon.

Upaya ilegal Israel meng-

ubah penampilan demografi

Yerusalem selama dekade ter-
akhir melalui pembangunan
pemukiman ilegal, penghan-

curansitus sejarah, dan dengan
mengusir penduduk lokal Pa-
lestinaadalah pelanggaranhak-
hak fundamental rakyat Pales-
tina. “Terkait situasi di Palesti-
na, tentu sajakami delegasi In-
donesiayang menganut prinsip
konstitusikemerdekaan adalah
hak mutlak semua bangsa. Ka-
mi dengan tegas menolak se-
mua bentuk kolonialisme dan
pendudukan ilegal. Kami men-
desak parlemen anggota IPU
untuk mengakuihak-hak warga
Palestina untuk menentukan
nasib sendiri dan merdeka,”
ujarnya.

Fadli Zon menegaskan, IPU
harus mengirimkan pesan kuat
melalui sebuah resolusi bahwa
parlemen dan anggota parle-
men di dunia harus tegas mem-
belakeamanan, demokrasi, dan
keadilan. Resolusiyang diadop-
si pada item emergency harus
efektif dan berlaku. “Sebagai
bagian dari komitmen dan du-
kungan terhadap Palestina, In-
donesiamengusulkanrancang-
anresolusimenyerukankepada
PBB agar AS menarik penga-
kuan kontroversial Yerusalem
sebagai Ibu Kota Israel dan
mendesak pengakuan Palestina
sebagai negara berdaulat me-
nurut perbatasan 1967 dengan
Yerusalem Timur sebagai ibu
kotanya,” ujarnya.

Wakil Ketua Badan Kerja
Sama Antar Parlemen (BSKAP)
DPR Rofi' Munawar mengata-
kan,adadampaksignifikandari
kebijakan Trump yang me-
ngakui Yerusalem sebagai Ibu
KotaIsrael. Kebijakan itu jelas
melanggar sejumlah resolusi
PBB, terutama berkaitan de-
nganstatus legal Yerusalem.

@ nugroho



